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PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Soe  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  NIK  xxxx,  tempat  dan  tanggal  lahir  xxx,  xxxxxx,  agama  Islam,

pekerjaan Ibu  Rumah Tangga,  pendidikan D3,  tempat  kediaman di

Kecamatan  Kota  Soe,  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  Provinsi

Nusa  Tenggara  Timur,  dalam hal  ini  menggunakan  alamat  domisili

elektronik xxxxxx@gmail.com,  sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat  dan  tanggal  lahir  xxx,  xxxxxx,  agama  Islam,  pekerjaan

Wiraswasta,  pendidikan  S1,  tempat  kediaman  di  Kecamatan  Kota

Soe,  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  Provinsi  Nusa  Tenggara

Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31

Maret  2022 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Soe  pada

tanggal  01 April  2022 dengan register  perkara Nomor  5/Pdt.G/2022/PA.Soe,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.  Bahwa pada tanggal  12  Januari 2015, Penggugat dan  

Tergugat  telah melangsungkan pernikahan yang dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Soe,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  xxxxxxx,

tertanggal 12 Januari 2015; 

2.  Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

orang tua Penggugat di Kota Soe selama 6 bulan, kemudian pada bulan

Juli  tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke kota Cirebon karena

Tergugat  mendapatkan  pekerjaan  disana,  selanjutnya  pada  tahun  2017

Penggugat  dan  Tergugat  pindah  ke  Ciputat  selama  2  tahun,  kemudian

 pada   tahun   2019 Penggugat kembali ke Kota Soe, sedangkan Tergugat

masih tinggal di Ciputat sampai bulan Januari 2021, selanjutnya Tergugat

pindah ke Kota Ende sampai sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal

bersama orang tua di Kota Soe; 

3.  Bahwa selama pernikahan tersebut ,antara Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

o  Anak Pertama , laki - laki, usia 6 tahun; 

o  Anak Kedua, laki - laki,  usia 3 tahun; 

4.   Bahwa sejak  Awal  Tahun  2020  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  mulai  tidak  harmonis,  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

disebabkan karena :

   1. Bahwa sikap Tergugat yang cuek dan  tidak  mau  membicarakan

masalah rumah tangga bersama - sama yaitu masalah keuangan;  

  2.  Bahwa  Tergugat selama  1  tahun  terakhir  tidak  memberikan  nafkah

kepada Penggugat dan anak - anak;  

  3. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat

untuk  merubah  sikap,  namun  Tergugat  tetap  tidak  mau  mendengarkan

nasehat dari Penggugat dan keluarganya;  

 5. Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2020  terjadi

pertengkaran  yang  hebat  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dikarenakan

masalah keuangan, karena Tergugat dipecat dari pekerjaan dan Penggugat

 membutuhkan biaya untuk kuliahnya; 

6.  Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
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rahmah sulit dipertahankan lagi  karenanya agar masing-masing pihak tidak

melanggar  norma  yang  berlaku  maka  perceraian  merupakan  alternatif

terakhir; 

7.  Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar

memberikan  Tergugat  kesempatan  lagi,  namun  Penggugat  tetap  pada

pendirian untuk bercerai dengan Tergugat; 

8.  Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe kiranya berkenan menerima

dan memeriksa perkara ini; 

9.  Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Soe  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan   talak   satu   ba'in   shughra   Tergugat   (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

menghadap,  sedangkan Tergugat  tidak  datang  menghadap  dan  pula  tidak

menyuruh  orang  lain  sebagai  kuasanya  untuk  menghadap,  meskipun  telah

dipanggil  dengan  resmi  dan  patut  sebagaimana  relaas  panggilan  nomor

5/Pdt.G/2022/PA.Soe., tanggal 1  April  2022 dan 7 April  2022,  padahal  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan

yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa

identitas  Penggugat  yang  ternyata identitas  Penggugat  yang  tertera  pada
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gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu

Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa Majelis  Hakim telah  memberikan nasehat  kepada Penggugat

dan  mengupayakan  agar  Penggugat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai

dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa oleh karena

Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan,  maka  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan;

Bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan  Penggugat dan Penggugat tetap

bersikeras untuk bercerai dan tidak menuntut selain dari gugat cerai tersebut; 

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka

jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1.-----------Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor

xxxxxxx,  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah

Selatan,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,   tanggal  18-02-2019.  Bukti

tersebut  tersebut  bermeterai  cukup,  dinazegelen  dan  telah  sesuai

dengan aslinya (bukti P.1);

2.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Penggugat) dan (Tergugat),

Nomor xxxxxxx tanggal 03-07-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi

Nusa  Tenggara  Timur.  Bukti  tersebut  tersebut  bermeterai  cukup,

dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  umur  38  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  karyawan  Honorer,

bertempat  tinggal  di  Kecamatan  Kota  Soe,  Kabupaten  Timor  Tengah

Selatan,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

keduanya  adalah  pasangan  suami  istri  dan  Penggugat  adalah

keponakan Saksi;

- Bahwa  Saksi  menghadiri  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat

pada 12 Januari 2015 di KUA Kecamatan Soe;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah orang tua Penggugat di Kota Soe selama 6 bulan, kemudian

Penggugat  dan  Tergugat  pindah  ke  Kota  Cirebon  Juli  2015  karena

Tergugat  mendapatkan  pekerjaan,  kemudian  tahun  2017  Penggugat

dan Tergugat  pindah lagi  ke  Ciputat  selama 2  tahun,  terakhir  tahun

2019  Penggugat  kembali  ke  Soe  dan  tinggal  di  rumah  orang  tua

Penggugat,  sedangkan  Tergugat  masih  sempat  tinggal  di  Ciputat

karena masih kerja, kemudian Januari 2021 Tergugat pulang ke rumah

orang tuanya di  Kota  Ende karena diberhentikan dari  pekerjaannya,

sebelum pulang ke  Ende,  Tergugat  pernah  tinggal  di  Soe  beberapa

bulan;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak, masing-masing bernama anak pertama, laki-laki,  umur 6 tahun

dan  anak  kedua,  laki-laki,  umur  3  tahun,  mereka  berdua  sekarang

tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun dan harmonis, namun selanjutnya rumah tangga Penggugat dan

Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi.

- Bahwa Saksi  pernah melihat  dua kali  Penggugat  dan Tergugat

bertengkar,  Saksi  juga  sering  melihat  Penggugat  sering  melamun,

karena tidak diberikan nafkah,  sejak melahirkan anak kedua sampai

sekarang,  Tergugat  tidak  pernah  kirim  atau  memberikan  nafkah  ke

Penggugat, sehingga biaya persalinan dan kebutuhan Penggugat dan

anak Penggugat ditanggung orang tua Penggugat;

- Bahwa  penyebab  ketidakharmonisan  rumah  tangga  Penggugat

dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa  akibat  dari  pertengkaran  dan  perselisihan  tersebut,

Penggugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan

Tergugat  pulang  ke  rumah  orang  tuanya  di  Ende,  sejak  Penggugat

mengajukan gugatan cerai bulan Maret 2022;

- Bahwa  setelah  pisah  rumah,  Tergugat  tidak  pernah  memberi

nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh

orang tua Tergugat;

- Bahwa selama ini nafkah dan biaya kuliah Penggugat dan nafkah

anak-anak  Penggugat  dan  Tergugat  ditanggung  oleh  orang  tua

Penggugat;

- Bahwa Saksi,  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah

mengupayakan  untuk  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat,  tetapi

tidak berhasil;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,

bertempat  tinggal  di  Kecamatan  Kota  Soe,  Kabupaten  Timor  Tengah

Selatan,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

keduanya  adalah  pasangan  suami  istri  dan  Penggugat  adalah

keponakan Saksi;

- Bahwa  Saksi  menghadiri  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat

pada 12 Januari 2015 di KUA Kecamatan Soe;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah orang tua Penggugat di Kota Soe selama 6 bulan, kemudian

Penggugat  dan  Tergugat  pindah  ke  Kota  Cirebon  Juli  2015  karena

Tergugat  mendapatkan  pekerjaan,  kemudian  tahun  2017  Penggugat

dan Tergugat  pindah lagi  ke  Ciputat  selama 2  tahun,  terakhir  tahun

2019  Penggugat  kembali  ke  Soe  dan  tinggal  di  rumah  orang  tua

Penggugat,  sedangkan  Tergugat  sekarang  pulang  ke  rumah  orang

tuanya di Kota Ende sampai sekarang;
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- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak, masing-masing bernama anak pertama, laki-laki,  umur 6 tahun

dan  anak  kedua,  laki-laki,  umur  3  tahun,  mereka  berdua  sekarang

tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun dan harmonis, namun selanjutnya rumah tangga Penggugat dan

Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi.

- Bahwa  Saksi  pernah  melihat  langsung  sekali  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan

Tergugat  adalah  karena  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah

kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  akibat  dari  pertengkaran  dan  perselisihan  tersebut,

Penggugat  memilih  tinggal  di  rumah orang tua  Tergugat,  sedangkan

Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Ende;

- Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah

memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh

orang tua Tergugat;

- Bahwa  nafkah  untuk  Penggugat  dan  anak  Penggugat  dan

Tergugat diberikan oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa Saksi,  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah

mengupayakan  untuk  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat,  tetapi

tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan  Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat mengajukan  gugatan

cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan

anaknya  dan  Tergugat  tidak  bisa  diajak  komunikasi  mengenai  masalah

keuangan tersebut;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan

secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Soe,  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dan

gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan

ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)  huruf  (a)  dan  penjelasan  ayat  (2)  angka  (8)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  perkara  ini  termasuk  dalam  kompetensi

Pengadilan Agama (absolute competency);

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Elektronik) yang merupakan

akta otentik  dan telah  bermeterai cukup  serta cocok dengan aslinya, isi bukti

tersebut menjelaskan mengenai  domisili Penggugat yakni di  Kecamatan  Kota

Soe,  Kabupaten Timor Tengah Selatan,  Provinsi  Nusa Tenggara Timur yang

merupakan  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Soe  dan  perkara  ini  menyangkut

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2)

serta Pasal   66  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan

Agama sebagaimana yang   telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 adalah merupakan kewenangan relatif  (relative competency) Pengadilan

Agama Soe, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2 (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti

tersebut  menjelaskan  mengenai  peristiwa  pernikahan  yang  terjadi  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  pada  tanggal xxxxxx di  hadapan  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor

Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil  dan materiil,  serta mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH

Perdata,  oleh  karena  itu  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah,  dan Penggugat

memiliki  legal standing untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama

Soe;

Menimbang, bahwa (saksi 1) dan  (saksi  2),  sudah dewasa, berakal

sehat,  dan  sebelum memberikan  keterangannya  telah  mengangkat  sumpah

terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil  sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan

Tergugat  dan  telah  terjadi  pisah  rumah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

serta tak adanya upaya perbaikan dari Penggugat dan Tergugat adalah fakta

yang  dilihat  sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus

dibuktikan  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah

memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  308  R.Bg,

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  memenuhi  Pasal  308  dan  Pasal  309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P.1, P.2, Saksi  1 dan Saksi  2

Penggugat telah terdapat fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat pasangan suami isteri  yang sah dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama   anak

pertama, laki- laki,  usia 6 tahun dan anak kedua, laki-laki,  usia 3 tahun,

kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Tergugat;

2. Bahwa  awalnya rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  berjalan

rukun, selanjutnya  tidak  harmonis  lagi  yang  disebabkan  adanya

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang

disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,

Penggugat  tinggal  di  rumah orang  tua  Penggugat  di  Soe,  sedangkan

Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ende;

4. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
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5. Bahwa saksi,  keluarga  Penggugat dan  Majelis  Hakim  telah  berusaha

menasehati  Penggugat,  untuk  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai

terhadap Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  semula  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

rukun dan  harmonis,  tetapi  sekarang  tidak  harmonis  lagi,  karena  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Bahwa  puncak  perselisihan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal;

3. bahwa sampai terjadi pisah rumah, Tergugat  tidak pernah  memberikan

nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa saksi,  keluarga  Penggugat  dan  Majelis  Hakim telah  berusaha

menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  sebagaimana

tersebut  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pecah  sedemikian  rupa,  tidak  ada

keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan

sebagaimana  mestinya,  karena  sering  terjadi  perselisihan  secara  terus

menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya terjadi pisah

rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal

Tergugat  tidak  ada  upaya  perbaikan  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang –

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian

dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga”;
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Menimbang,  bahwa  Majelis  juga  sependapat  dengan  abstrak  hukum

yang  terkandung  dalam Putusan  Mahkamah Agung  Nomor:  379  K/AG/1995

tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi,

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka

rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi

alasan  perceraian  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975”.  Dan  hasil  rapat  pleno  kamar

peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bagi  Pengadilan,  dinyatakan  bahwa  indikator

rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain : Sudah ada upaya

damai  tetapi  tidak berhasil,  sudah tidak  komunikasi  yang baik  antara suami

isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya

sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa  perceraian  bukan  jalan  yang  terbaik  dalam

menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat

dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian

rupa, maka  justru  akan  menimbulkan  mafsadat  yang  lebih  besar  daripada

mencapai maslahatnya,  sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua

belah  pihak,  hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  hukum  (qaidah  fiqhiyah),  yang

berbunyi:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya:  “Menolak  kerusakan harus  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan”,

Menimbang  bahwa  dalam  kitab  Iqna’ Juz  II  halaman  133,  yang

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, disebutkan kaidah :

بائنة        طلقة القاضى عليه لزوجهاطلق الزوجة رغبة واذااشتدعدم

Artinya : “dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri

kepada suaminya,  maka Hakim dapatlah  menjatuhkan/memutuskan

Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra”.
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Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  telah  cukup

alasan  bagi  Majelis  Hakim  untuk  mengabulkan  gugatan  Penggugat

sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974  jo.  Pasal  19 huruf  (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shugra

Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c

Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Soe adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat

(1)  Kompilasi  Hukum Islam,  bekas  istri  (Penggugat)  meskipun  dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  Hakim  Anggota  Majelis  telah  memberikan

pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal

14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat

(3)  Undang  -  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  diubah  dengan

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.  Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.  Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

        Demikian  diputuskan dalam musyawarah Majelis  Hakim Pengadilan

Agama Soe pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan

tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Moh. Rivai, S.HI., M.H., sebagai Ketua

Majelis,  Martina  Lofa,  S.H.I.,  M.H.I.,  dan  Ahmad  Hamdi,  S.H.I., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota tersebut, dan didampingi oleh  Siti Ruslina, S.H.I., sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Ketua Majelis,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Ruslina, S.H.I.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp.  30.000,00

-  Proses : Rp   50.000,00

-  Panggilan : Rp  150.000,00
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-  PNBP : Rp   20.000,00

-  Redaksi : Rp   10.000,00

-  Meterai : Rp   10.000,00

  Jumlah : Rp.  270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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